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BUPATI BADUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR  21 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEMBERDAYAAN PEMUDA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang :    a.  bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya 

pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa program pemberdayaan pemuda merupakan upaya  menumbuhkan 

patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jatidiri pemuda 

Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf  b,  perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pemuda; 

 

Mengingat   :    1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958  tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 

dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1655); 

3.   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4169);  

4.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

 6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah                      

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
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 7.   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5238); 

 8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka                 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169); 

 9.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan 

Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan 

Sarana Kepemudaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 87 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238 ); 

 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah; 

 12.  Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Badung Nomor 4); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

DAN 

BUPATI BADUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEMUDA. 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur  penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Badung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 

5.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja 

perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. 
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6.  Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan 

perkembangan yang berusia 16 ( enam belas ) tahun sampai dengan usia 30 (tiga 

puluh) tahun. 

7.  Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, 

karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. 

8.  Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif 

pemuda. 

9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan 

kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. 

10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi 

perubahan lingkungan dikalangan pemuda. 

11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi 

keteladanan, keberpengaruhan , serta penggerakan pemuda. 

12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi 

ketrampilan dan kemandirian berusaha. 

13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam 

merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan 

keluar atas berbagai masalah. 

14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda 

dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 

15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. 

16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan / atau jasa di bidang kepemudaan 

yang diwujudkan dalam bentuk materi dan / atau nonmaterial. 

17. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan 

dalam bidang kepemudaan. 

18. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat 

kegiatan kepemudaan untuk penyadaran , pemberdayaan, dan pengembangan 

kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas , kreatif , cerdas dan 

inovatif . 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas : 

a.   Ketuhanan Yang Maha Esa; 

b.  kemanusiaan; 

c.   kebangsaan; 

d.  kebhinekaan; 

e.   demokratis; 

f.   keadilan; 

g.  partisipatif; 

h.  kebersamaan; 

i.   kesetaraan; dan 

j.   kemandirian. 
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Pasal 3 

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, 

mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa 

kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan 

yang meliputi : 

a. penyadaran pemuda;  

b. pemberdayaan pemuda; dan 

c. pengembangan pemuda. 

 

 

 

BAB III 

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 5 

(1) Bupati mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan  

Daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan. 

(2) Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan 

SKPD yang melaksanakan urusan kepemudaan.  

 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,  Bupati berwenang 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan 

Kepemudaan di Daerah. 

Pasal 7 

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan                       

di Daerah sesuai karakteristik dan potensi Daerah masing-masing. 

 

 

BAB IV 

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA 

Pasal 8 

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam 

segala aspek pembangunan nasional. 

 

Pasal 9 

(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

diwujudkan dengan : 

a.   menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak 

pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; 
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b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal 

serta ketahanan mental spiritual; dan/atau  

c.   meningkatkan kesadaran hukum. 

 

(2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

diwujudkan dengan : 

a.   memperkuat wawasan kebangsaan; 

b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga 

negara; 

c.   membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; 

d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; 

e.   menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik; dan/atau 

f.   memberikan kemudahan akses informasi. 

(3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 

diwujudkan dengan mengembangkan: 

a.   pendidikan politik dan demokratisasi; 

b. sumberdaya ekonomi; 

c.   kepedulian terhadap masyarakat; 

d. ilmu pengetahuan dan teknologi; 

e.   olahraga, seni dan budaya; 

f.   kepedulian terhadap lingkungan hidup; 

g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau 

h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif  Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 10 

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk: 

a.  menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara; 

b.  menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c.  memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; 

d.  melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; 

e.  meningkatkan kecerdasan dan kesejahtraan masyarakat; 

f.  meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau 

g.  meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. 

 

Pasal 11 

Setiap Pemuda berhak mendapatkan: 

a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; 

b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; 

c. akses untuk pengembangan diri; dan 

d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, 

dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;  

 

BAB  V 

                                                   PERLINDUNGAN 

Pasal 12 

Setiap Pemuda diberikan perlindungan seperti : 

a.   menjauhkan dari  pengaruh deskruktif; 

b.  Advokasi. 

 

 

 

 


